DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

Azyumardi Azra. Pendidikan Kewarganegaraan (civic
education):Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Mayarakat Madani.
PrenadaKencana Jakarta 2000:

Ahmad Nadir, Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi, Averroes

Press, Malang, 2005 him.7

Asshiddigie, Jimly. Pengantar IImu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT Raja

Grafindo 2011

Amirudin dan A. Zaini Bisri, Pemilukada Langsung Problem dan Prospek
Sketsa Singkat Perjalanan Pemilukada 2005, Pustaka
Pelajar,Yogyakarta 2005,him.41

C.S.T. Kansil, Pengantatar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Balai
Pustaka, 1997, Jakarta, him.80

Djauhari, Konsep Negara Kesejahteraan Pra Kemerdekaan RI, Jurnal Hukum
16(2) Juni 2006,FH UNISULA Semarang, him.323.

Didik Supriyanto, Ramlan Subakti, Topo Santoso, Penanganan Pelanggaran
Pemilu, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2011.hIm.44

Elvi Juliansyah, Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, Mandar Maju, Bandung, 2007 him.34



George Serensen, Demokrasi dan Demokratisasi .Yogyakarta
Pustaka Pelajar.2003 him.22

Hasbi Umar, Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan
terhadap PemiluDPR/DPRD ,Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi
Juli-September 2008,him. 315.

Israil, Idris. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan.

Malang : Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 2005 HIim 27.

Jimlly Asshiddigie. Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1. Jakarta:

Konstitusi Press 2006 him.27

Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, PT. RajaGrafindo
Persada,Jakarta, 2011 him.14

Maswadi buku Indonesia dan komunikasi politik Jakarta 1997 him.24

Mashudi, Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum
Pemilu Di Indonesia Menurut UUD 1945, Mandar Maju, Bandung,
1993. Hal. 2.

M. Mahfud, Didalam Buku Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media,
Yogyakarta, 1999. HIm.77

Martha Pighome, 2006 “ Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi
dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945~
dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 No.2 Mei

Nuradi, dkk. Kamus Istilah Periklanan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama. 1996 him.101

Xi



Prihatmoko, Joko J., Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem
dan Problema Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogjakarta,
2005. HIm.12

Robert A. Dahl yang berjudul, On Democracy pengantar ilmu pemerintahan
Jakarta 2001. HIm.19

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,
Ghalia, Indonesia-Jakarta, 1990,him.54

Ramly Hutabarat, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Universitas Jambi tanggal 15 Mei 2010

Sodikin, Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Bekasi:
Gramet.a Publising. 2014 him.21

Syamsuddin Haris, Menggugat Pemilu Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai.
Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, Jakarta. 1998. HIm.8

SintongSilaban. TindakPidana Pemilu. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1992
him.7

Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, PT Mizan Republika,
Jakarta 2015 hlm.33

Titik Triwulan, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Prestasi

Pustaka, 2002 him. 247

Xii



B. Sumber Perundang — Undangan
Undang — Undang Dasar 1945

Undang — Undang No.10 tahun 2016 perubahan atas Undang — Udnang No. 1
Tahun 2015 Tentang Penetapkan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang -
Undang

Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 15 tahun 2011 Tentang penyelenggaraan pemilu
Undang-undang No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu Peraturan

Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2013

xiii



